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KATA PENGANTAR 

  

Sebagai umat yang percaya, patut menaikan Pujian dan 

Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kasih dan 

anugrahNya sajalah sehingga penulis diberikan kemampuan dan 

kekuatan untuk boleh menyelesaikan karya ini dalam bentuk buku 

ajar yang diberi Judul “Administrasi Perpajakan Indonesia“. 

Buku ini berisikan kumpulan materi terpilih untuk mata 

kuliah Administrasi Perpajakan. Buku ini disusun dengan tujuan 

untuk memberikan materi secara praktis kepada mahasiswa agar 

dapat memahami dan mengaplikasikan peraturan perpajakan yang 

berlaku khususnya di Indonesia. Materi dibuat sedemikian rupa 

sehingga dapat mencakup sebagian besar aspek perpajakan yang 

berlaku di Indonesia dan dijumpai dalam kenyataan yang 

sesungguhnya terjadi. 

Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak dan dapat membantu untuk lebih memahami materi 

perpajakan serta dapat menambah kemahiran dan keahlian dalam 

menyelesaikan kasus di bidang perpajakan. Disadari bahwa buku 

ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan 

para pemakai akan membantu penyempurnaannya. Semoga buku 

ini bermanfaat bagi para pemakai. 

 

Penulis, 

Recky H. E. Sendouw, SP, MM, Ph.D 

Jeane Mantiri, SAB, MAP 

Brain Fransisco Supit, SE, MAP  
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A. Pengertian Pajak 

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah 

pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas 

artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak: 

1. dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun 

daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan manfaat tertentu bagi seseorang. 

2. dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang 

Undang serta aturan pelaksanaannya. 

3. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk. 

4. diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah 

yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.  

Disamping pemungutan pajak, pemerintah juga 

melakukan berbagai pungutan lain, yaitu retribusi, sumbangan, 

bea, dan cukai. 

PENGERTIAN DAN 

RUANG LINGKUP 

PERPAJAKAN 
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A. Pengertian Dalam Perpajakan 

Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang 

Undang No. 16 Tahun 2000 yakni tentang perubahan kedua 

Undang Undang No. 6 Tahun 1983 selanjutnya Undang Undang 

No. 28 Tahun 2007 yakni tentang perubahan ketiga Undang 

Undang No. 6 Tahun 1983 yang terakhir Undang Undang No. 16 

Tahun 2009 yakni tentang perubahan ketiga Undang Undang 

No. 6 Tahun 1983 mulai diberlakukan 1 Januari 2010. Beberapa 

pengertian dalam bidang perpajakan yang harus diketahui, 

1. Wajib pajak 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun,firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

KETENTUAN UMUM 

DAN TATA CARA 

PERPAJAKAN 
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Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang berlaku sejak 1 Januari 1984 telah diubah dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1997 dan telah berubah berikutnya menjadi 

Undang Undang No. 17 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Januari 2001 

dan terakhir menjadi Undang Undang No. 36 Tahun 2008 mulai 

berlaku 1 Januari 2009. Dalam Undang Undang tersebut berisi 

tentang: 

 

A. Subjek Pajak 

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.  

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah: 

1. Orang pribadi; 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 

3. Badan; dan 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).  

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang 

perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak 

badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 

di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

  

PAJAK 

PENGHASILAN 

UMUM 
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Dasar hukum Pajak Penghasilan pasal 21 adalah UU no. 36 

Tahun 2008, yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak atas penghasilan, 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib pajak luar negeri 

selain bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Tarif pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen;. bunga 

termasuk premium, diskonto, dan imbalan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang Undang No. 10 Tahun 1994 

,Undang Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir Undang Undang 

No. 36 Tahun 2008. 

Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah tidak bersifat 

final, maka merupakan kredit pajak dan dapat diperhitungkan 

sebagai angsuran pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan 

pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila PPh 

pasal 21 yang dipotong adalah bersifat final, maka tidak dapat 

diperhitungkan sebagai kredit pajak. 

Pemotong Pajak atau Subjek Pajak atas PPh Pasal 21/26 

adalah : 

PAJAK 

PENGHASILAN 

PASAL 21/26 
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Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakanp pajak 

penghasilan yang dikenakan atas : 

• Impor barang 

Impor (menurut undang undang pajak) adalah kegiatan 

memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia (luar 

negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia, 

• Penjualan atau penyerahan barang kepada instansi pemerintah, 

BUMN atau BUMD. Apabila pembayaran atas pembelian barang 

tersebut berasal dari belanja negara dan atau belanja daerah, 

• Hasil produk atau penyerahan barang tertentu. 

 

A. Pemungut Pajak 

Pemungut pajak penghasilan pasal 22 ini diantaranya: 

1. Bank Devisa, 

2. Direktorat Jendral Bea Cukai, 

3. Badan lain: 

a. Direktorat Jenderal Anggaran 

b. Bendaharawan pemerintah (pusat maupun daerah) 

c. BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas 

pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah. 

d. Badan usaha yang bergerak di bidang: 

1) Industri semen 

2) Industri rokok 

3) Industri kertas 

4) Industri baja 

5) Industri otomotif, atas penjualan hasil produksinya 

dalam negeri 

PAJAK 

PENGHASILAN 

PASAL 22 
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Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan 

yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong PPh pasal 21.  

PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan tersebut di bawah 

ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam 

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak 

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak 

yang wajib membayarkan: 

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

a. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 

g; 

b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 

c. royalti; dan 

d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) huruf e; 

2. dihapus; 

3. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 

a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 

PAJAK 

PENGHASILAN 

PASAL 23 
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Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan 

kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan wajib pajak 

termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar 

negeri. Jadi, pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak tanpa 

memandang tentang penghasilan tersebut diperoleh dari dalam 

negeri ataupun luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, 

maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan. Apabila dalam 

penghasilan kena pajak terdapat penghasilan dari luar negeri, maka 

pajak penghasilan yang dibayarkan ataupun terutang di luar 

ngeteri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak 

penghasilan yang terutang di Indonesia.  

PPh pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa pajak yang dibayar 

atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan 

terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini 

dalam tahun pajak yang sama. 

Ayat 2 besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau 

terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan 

pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini. 

Ayat 3 dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh 

dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut: 

• penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan 

dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara 

tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut 

didirikan atau bertempat kedudukan; 

• penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan 

dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak 

PAJAK 

PENGHASILAN 

PASAL 24 
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Dalam rangka meringankan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban membayar pajak, maka sistem pembayaran pajak di 

Indonesia mengatur secara khusus tentang cara pembayaran pajak 

dengan angsuran pajak hal ini diatur dalam pasal 25 UU No. 36 

tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

Pajak penghasilan pasal 25 ayat 1 menyatakan besarnya 

angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar 

sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak 

penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: 

• pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan 

• pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri 

yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun 

pajak. 

Ayat 2 menyatakan besarnya angsuran pajak yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilandisampaikan sebelum 

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan 

terakhir tahun pajak yang lalu. 

Ayat 3 Dihapus. 

Ayat 4 menyatakan apabila dalam tahun pajak berjalan 

diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, 

besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat 

PAJAK 

PENGHASILAN 

PASAL 25 
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Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan 

atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usata Tetap. 

Pemotongan PPh pasal 26 adalah pihak pihak yang membayarkan 

penghasilan, yang terdiri atas : 

• badan pemerintah, 

• subyek pajak dalam negeri, 

• penyelenggaraan kegiatan, 

• bentuk usaha tetap, 

• perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah wajib 

pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 

26 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 

Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26 adalah : 

• dividen, 

• bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian uang, 

• royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta, 

• imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, 

• hadiah dan penghargaan, 

• pensiun dan pembayaran. 

  

PAJAK 

PENGHASILAN 

PASAL 26 
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Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan yang mengaturtentang pengenaan pajak pada 

penghasilan tertentu. Penghasilan terten penghasilan tertentutu 

yaitu, penghasilan berupa penghasilan tertentu berupa bunga 

deposito, tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

hadiah undian, serta penghasilan yang berasal dari pengalihan hak 

atas tanah dan atau banguna, persewaan tanah dan atau bangunan, 

dan transaksi penjualan sahan di bursa efek. 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 

mengatur pula tentang penghasilan yang dapat dikenai pajak 

bersifat final yaitu: 

• penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, 

bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan 

yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi. 

• penghasilan berupa hadiah undian 

• penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, 

transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi 

penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada 

perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal 

ventura 

• penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan 

atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan 

persewaan tanah dan bangunan 

• penghasilan tertentu lainnya. 

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini adalah 

penghasilan berupa: 

PAJAK PENGHASILAN 

ATAS PENGHASILAN 

TERTENTU PPH PASAL 4 (2) 



99 
 

BAB 

11 
 

Pajak Pertambaban Nilai (PPN) merupakan salah satu cara 

pemugutan pajak atas konsumsi masyarakat. Masa berlaku PPN 

mulai tanggal 1 April 1985 dengan berlakunya Undang Undang No 

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa 

serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPN tersebut 

menggantikan Pajak Penjualan. PPN yang berlaku saat ini 

berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 merupakan perubahan UU No. 

12 Tahun 2000 juga merupakan perubahan atas UU No 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah yang mulai diberlakukan per 1 April 

2010. 

Adapun objek PPN tidak hanya diatur dalam pasal 4, 

melainkan diatur juga dalam pasal 16D UU No.8 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 

I8 Tahun 2000 serta UU No. 42 Tahun 2009, yang materi 

selengkapnya setelah dilakukan penyesuaian terminologinya, 

sebagai berikut: 

• Daerah Pabean 

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, 

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan 

landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang 

yang mengatur mengenai kepabeanan. 

• Barang 

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau 

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak 

bergerak, dan barang tidak berwujud. 

PAJAK 

PERTAMBAHAN 

NILAI 
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Atas penyerahan dan atau impor barang-barang berwujud 

yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPn.BM) yang hanya dipungut pada sumbernya, yaitu pada 

pabrika atau pada saat barang diimpor dengan ketentuan: 

• Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling 

rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus 

persen). 

• Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak 

dengan tarif 0% (nol persen). 

• Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang 

tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

• Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

A. Objek dan Subjek Pajak Penjualan pada Barang Mewah 

Objek pajak penjualan atas barang mewah adalah 

penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor 

barang berwujud yang tergolong mewah.Yang bertindak 

sebagai subjek pajak penjualan atas barang mewah adalah 

pengusaha pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang 

tergolong mewah di dalam daerah pabean, dalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaanya dan pengusaha yang mengimpor 

barang yang tergolong mewah. 

PAJAK PENJUALAN 

BARANG MEWAH 

(PPN.BM) 
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan 

atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi 

yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi 

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan 

atau perairan. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah undang undang Nomor 12 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 

12Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang 

atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau 

memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan 

atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus 

menjadi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

Objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi, 

dan atau bangunan. 

Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi: 

• jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan 

antara lain; hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut. 

• jalan tol. 

• kolam renang 

• pagar mewah, 

• tempat olah raga, 

• galangan kapal dan dermaga, 

• teman mewah, 

PAJAK BUMI 

DAN 

BANGUNAN 
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Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang 

Undang Nomor 13 tahun 1985 atau disebut juga Undang Undang 

Bea Materai 1985, Undang Undang ini berlaku sejak tanggal satu 

Januari 1986, selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah 

dikelurkan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1995 tetang 

perubahan tarip bea materai yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 1995 

dan terahkir PP No. 24 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Mei 2000. 

Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Bea Meterai 

• Bea materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas 

dokumem) 

• Satu dokumen hanya teruntang satu bea materai 

• Rangkap atau tindasan (yang ikut di tanda tangani) tentang bea 

materai sama dengan aslinya. 

 

A. Pengertian 

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang 

mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan 

atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang 

berkepentingan 

2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai 

yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. 

3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya 

dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan, atau cap paraf, 

teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda 

tangan. 

4. Pemetereian Kemudian adalah suatu cara pelunasan bea 

materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan 

BEA 

METERAI 
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